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PEMERINTAH KABUPATEN PE'I'IR'ELATAN
I}INAS PDNIDMIKAN I)AN KDBI]IDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 2t602

SURI1T PENIEIIIIf,IT PEI}IBERIIIN BIlTTUtrN
DITTtr il[OKtrSI IIHUSUS rISIK

BIDIING PEIUDIDINEII Ttr. 2O2O

IEEIAIAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDIING DAN PENGADAAN

SARANA PRASAMNA SEKOIIIII MENENGAH PERTAJI{A (DAK REGULER 2O2O)

Antara

PBiERI}ITAH IUERAH XABUPAIEH MNR SILATAII

dengan

XEPAI.A SEIOI.AH S1IHI IAIRHIRA

Nomor

Tanggal

l 33 /IVISARPRAS/DAKPSMP/$| K/DPK-PS I2ozO
: O2APRIL2O2O

E hari ini Kamis

Htiri:

L l{ama

L Jabatan

3. Alamat

L l{arna

L labatan

3. Ahmat

;.*::::k untuk dan atas nama Pemerinhh Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten pesisir Selatan

seerfumya disebut PiHAK PERTAIilA

tanggal Duabulan Apriltahun Dua nbu dua puluh, Kamiyang bertanda tangan di

: EtIDARTI,tl,Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang pembinaan SMp

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: SYAFRIZALS.Pd

: Kepala UPT SMP[{ l Airpura

: Jl. Lebuk Behrng Ilir Inderapura Utara

ffi dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

&LzfrryBlFSDM-2Olg Tanggal 30 Deember 2019 yang selanjutnya dlsebut piltAK KED1 A.
]olff PERIAII|A dan PIHAK IGDUA secam bersama terlebih dahutu menjelaskan dan menyadari

-en*un6 haFhal sebagai berikut :

L Bahuva Urdang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara tain mengarnanatkan :

> Pasal 11 apt (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan tayanan dan

hmtdahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

nqrara tanpa diskiminasi;



NonorSPPB
Tmggd

: 3i/IVfr ARPP"4S/DAKPSMP/SNK/DPK-PS4a\a
: 02April2020

) Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal
dan non formal menyediakan samna dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi ftsik, kecerdasan inteteKual, sosial,

emosbnal, dan kejiwaan peserta didik;

) Pasal'16 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungiawab bensama anbra pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakag

) Pasa! ut5 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
'Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

L Bahwa kegiatan peningkatan pmsamna pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota

melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap
pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

3- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Shndar Nasional pendldikan
' sebagaimana telah beberapa l<ali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memitiki sarana prasai.ana pendidikan unfuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan;

1- Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesla No. 88 Tahun 2019 Tanggat 30 Desember 201g
tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan
peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelota
yang ditetapkan oleh Kepala Sekotah penerima atokasi DAK sebagai bagian integra! manajemen
berbasis sekolah;

5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. ll Tahun 2020
Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk operasional penggunaan Dana Atokasi Khusus (DAK)

Fr'sik Bidang pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6. Bahwa unfuk peningkatan prasanna pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiahn pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah pertama (DAK Reguler 2A2O);

D"ilt lni menptakan tetah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemberian

ffian Dana Alokasi Khusus (DAK) Bldang Pendldikan Tahun Anggaran 2020 dergan ketentuan-ketenh.ran
trryarat-syarat seperti dalam pasaFpasat di bawah ini :

ut@wPembrianBantut



Nonor SPPB
Tmggal

: 33/IVISARPRAS/DAKPSLIP/WK:DPK-PS/2a20
:02Ayril2020

""*JHlluju"n
ffin ini sebagai bagian dari petaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggamn 2020 dimaksudkan

t metdanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengatl

kfna dergan h-rjuan sebagai upaya pemenuhan prcr;.rmna pendidilon sesuai dengan shndar nasional
pffon. Pihak Kedua bersedia metaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam p7qB &
enSar serta berbnggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup pekerjaan

lEfr1fran Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk
qpdaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMpN I Airpura yang

Qfii:
' L Pembangunan lahoratorium Komputer,

Pasal 3

Jangka Wairtu pelat<sanaan

L hlglG waku pelakanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 adalah 120 (seratus dua putuh) hari
Bder terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di
rkring PIHAK |(EDUA.

z PrllAl( KEDUA akan mutai melat<sanalon pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling
bnbat 14 (empat betas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang
Hidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK XEDUA.

3' Ebksanaan kegiatan sebagaimana dimakud dalam Pasat 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember
2[p0.

Pasal 4
prinsipprinsip pekerjaan

h{>pinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L khlsanaan dikerjakan dengan mekanisrne srakelota,

L Eaapan asas efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabillhs,

r. Egubrnaan partisipasi masyarakat datam pengetolaan kegiatan,

{. optinalisasi kualihas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

b t@ita Pemberiot Baztuan
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Pasal 5

Tugasdan Kewajiban para pihak

L TIHAK PERTAMA :

a) Menyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

nrelatui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelatcsanaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang pendidikan di tingkat
l(abupaten.

c) Memberikan bimbingan teknis dan/atau sosiatisasi dan/atau p;ndampingan pelaksanaan DAK Bidang
Pendidikan.

Q Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

2. PIHAK KEDUA :

a) Berhnggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

. satuan pendidikan (Sekolah).

b) Membentuk Panitia Pernbangunan Sekotah (P2S) di tingkat Satuan pendidikan (Sekolah).
c) Melaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada pIHAK

PERTAT4A.

O Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendicikan k-epada prHAK
PERTAMA.

Pasal 6
pelaksanaan pekerjaan

Eknaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 mempefiatikan hal-halsebagai berikut :

a' PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekotah, komite dan masyarakat
sbagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

\ FIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk reknis
&t Petunjuk operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c ;!HAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelat<sanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan
hpada PIHAK PERTAMA,

{ 
'IHAI( 

IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK pERrAuA dokumentasi pekerjaan,
hpomn kernajtnn pekeriaan dan ketengkapan administrasilainnya pada tahapan pencairan dana,

G' IIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta
pebponn keuangan dari hasit pekerjaan,

t' lllAl( XEDUA berkerrajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan
pehlsanaan pekerjaan serta menyimpan buRi-bukti setoran dan hktur pajak sesuai dengan peraturan
Fmdang-undangan,

Y kpliclt peaberion Bantuan
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gL PIHAK XEDUA berkanrajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK pERTAlulA yang
dUprykan dalam Berih Acara Serah Terima pekerjaan,

fu, PIHAK IGDUA wajib menyimpan seturuh dokumen petaksanaan DAK Fisik Bidang pendidikan Tahun
Anggaran 202Q

t PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengetolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang
Fendidilon Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari prHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan pemeriksaan

a- hlam pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga
hsilitator yang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

h. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuei dengan
hcenlmn pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberiican PIHAK pERTAiiA kepada PIHAK
;PUA sebesar Rp. 325.000.000,- (Iiga ratus dua putuh tirna juta rupiah) dengan rincian sebagai
ber'rkut :

a) Pembangunan laboratorium komputer = Rp.325.000.000,-

Z [lana sebagaimana dimakud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
hsal2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

tEngffitran penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) sebagaiberikut :

L Tilap r : 25o/o (Dua putuh limaperseratus) dari keseluruhan dana swakelota setetah perjanjian ini
cardatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAM/I,

Z Tdtap II : 45% (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana srruakelota apabila pekerjaan tetah
runpai bobot 20% (Dua puluh perseratus), dilengltapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan
pfterjaan,

I' Tilap Itr : 30% f[i9a puluh perserahrs) dari keseluruhan dana srakelola apabila pekerjaan telah
n:rmpai bobot 65% (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

lemajuan pekerjaan.

b furoltian Pemkrion Bantuan
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I I rernbayaran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

Nama Rekening :

ilcrnor Rekening : 1903.0210.01644-0

Nama Bank : BankNagari cabang pembanhr rnderapura

Pasal 1O

Force lulajeurc

L Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat
dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat tertaksana sebagaimana mestinya seperti bencana
alam, epidemik, peperangan, pemogoka n, sa botase, pemberonta kan/kerusu han.

L Apabila terjadi force majeure maka PrHAK KEDUA segera memberitahukan kepada prHAK
PERTAMA secara tertulis setambat-lambatnya datam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak
terjadinya force majeure dengan dilengkapi bulditeftulis yang dikeluarkan oleh pihak ben*enang.

a Berdasarkan pemberitahuan tertutis dari PrHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
maka PrHl\K PERTAtllI akan melakukan evatuasi dan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui
ahu menolak permchonan Cari PIHAK I(EDUA tersebut.

*' Apabila permohonan tertulis dari PIHAK KEDuA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan
dlakuka n perubaha n perja njia n sedangt<an perjanjia n awal dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L Ambila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat
digunakan untuk menambah volume atau sasaEn dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L lika sisa dana udak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus
dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12
pertanggungjawaban

PrHAK XEDUA wajib membuat lapomn secarc berkala mengenai pehkanaan pekerjaan / kemajuan
pkerlnn kepada pIHltK pERTAtrtA.

PIHII( IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PrHAK PERTAMA dokumentasi kegiatan
beserta kelenglopan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

.h taU;izr Pembeian Btnnor
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3- Lryan pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

EfAilA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelakanaan

f,frriaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) BuKi pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bnkti setoran pajak,

O Brrkti teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L fpdrla dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

hfteqtmn yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

. ssclra sepihak dapat memutuslon/menghentikan pekerjaan tersebut.

L Enuhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

tu:ngernbalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Erfiran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

Him Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

Ed Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) ranglop diantaranya

tm*rei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIHAK PERTAM&
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA,

Nip. 19670618 200012 I 002

b lLlgliial, Pembrian Bantaon

NIP. T


